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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah,
diperlukan insentif sebagai salah satu upaya untuk mendorong dan merangsang
tercapainya peningkatan pelayanan aparatur Pemerintah Daerah kepada
masyarakat;

b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah jo. ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah
Kota/Kabupaten dapat mengalokasikan dana untuk meningkatkan fungsi
pelayanan aparatur Pemerintah Daerah yang dalamnya diambil dari hasil
penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas, maka Alokasi
Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);



3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3358);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun
1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Ancaman
Pidana/Sanksi;



16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2000 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Ujungberung Kota Bandung;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Dandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kelutahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap;

29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung;

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG ALOKASI BIAYA
PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

d. Walikota adalah Walikota Bandung;

e. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

f. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;

g. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atan badan;

h. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil penjualan aset daerah, jasa
giro, dan pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil
perusahaan milik daerah;

i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pendapatan asli daerah, penentuan besarnya pungutan yang terutang
sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetorannya;

j. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana
pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Dalan rangka kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dapat diberikan biaya
pemungutan.



Pasal 3

Baya sebagaimana dimakaud Pasal 2 diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari
realisasi penerimaan Pajak Daerah, 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan
Retribusi Daerah dan 2,5% (dua koma lima persen) dan realisasi penerimaan lain-lain
Pendaftaran Asli di Daerah yang sah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN ALOKASI BIAYA
PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

(1) Penggunaan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah ditujukan untuk
meningkatkan kinerja dan pembinaan kesejahteraan aparatur Pemerintah Daerah
serta aparatur penunjang yang lainnya.

(2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
ditetapkan melalui Keputusan Walikota

Pasal 5

Biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah harus dianggarkan dalam APBD untuk
tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Alokasi biaya pemungutan Pendaparan Asli Daerah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan
sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur melalui Keputusan Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1983 tentang Pemberian Uang Perangsang dan
peraturan pelaksanaan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 13 Mei 2003

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI D
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